WALI KOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/56 /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN

Menimbang: a.

Mengingat :
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PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Gubernur/Bupati/Wali Kota adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan Barang milik daerah, serta dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas Pejabat Penatausahaan Barang
Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto,
maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2016 Nomor 11);
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. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 71);

16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Nomor 104);

17. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2018

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik
Daerah;

18. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pejabat Pengelola  Barang Milik Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESATU mempunyai wewenang dan bertanggung
jawab dalam hal sebagai berikut :

a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau
pemindahtanganan barang milik daerah;

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan
barang milik daerah;

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan
barang milik daerah;

€. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah
yang memerlukan persetujuan DPRD;

f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan,dan
penghapusan barang milik daerah sesuai batas
kewenangannya;

g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan, dan;

h. meyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam

bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur. 4



KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto

Tembusan disampaikan kepada Yih :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto; dan

2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/69 /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

KEDUDUKAN DALAM
No JABATAN PENGURUS
1 2 I -
1 Wali Kota Pemegang
| Sawahlunto B __ Kekuasaan
9 Wakil Wali Kota Wakil pemnegang
Sawahlunto kekuasaan
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